EEMENTERIAN KEUANGAN REPLBLIK INDONESLA

SALTNAN

FERATURAN DNEEETUR JENDERAL BEA DN CUKAL

Menhmbang

Rongingat

Menetapkan

NOMOR PER-COL/BC/2018

TENTAMG
TORO BEBAS BEA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAMN CLTHAL

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Menteri Keuangan Momor
204/PME.04/2017 tentamg Toko Debas Dea, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jerdes] Bea duan Cukai
tenlang Tolko Bebas Bea;

» Peraturan  Mooteri Bouwangan Nomor 204/ PRE.O472017

tentang Toko Bebas Bea:

MENMUTUSEAN;

FERATURAN DIEEKTUR JENDEEAL BEA DaN CUKal

TENTANG TOKO BEBAS BEA,

EAH |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dadam  Peraturan Direktur Jenderal ini vang  dimaksod

dengan:

1. TIndang-Tlndang Wepabeanan adalah [Indang-TIndang
Nomer 18 Taln 1995 tentang Hepabeanan scbagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Momor 17 Tahun
2006,

2. Undang-Undang  Cukai  adalah mdang-TUndany
Memer 11 Tahun 1895 tenting Cukai sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,
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Daerah Pabean adalah wilayah Republik Todonesia vang
melipuid wdlayah darat, perairan dan ruang udara di
atasmya, serta tempat-tempat tertentn di Zona Ekononi
Elsklusil dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan,

Eawasan Pabean adalahh kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabvhan laut. bandar udara, atan tempat
ladn wang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenubnya berada di bawab pengawasan Direkloral
Jenderal Bea dan Cokal.

. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,

atan kawasan yvang memenuh! persyaratan tertentu vang
digunaltan  untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

. Toko Tebas Bea adalah Tempal Penimbunan DBerikal

uniluk menimbun barang asal imper dan/atau barang

asal Dacrah Paboan unluk dijual kepada orang danfalan

arang terfentu.

- Penyelenggara Toko Debas Bea sekaligus Pengusaha Toka

EBebasz Bea vang selanjuinya disebut dengan Pengusaha

Toko Bebas Bea adalah badan hukum indonesia dan

berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan

menimbun barang asal impor dan/fatan barang asel

Daerali Pabean untuk dijual kepada orang dan/atan

orang tertentun,

Fuang Penimbunan adalah I:-agiaﬁ dari Toko Bebas Bea

berupa tuang vang dimilild/dikuasal oleh FPenguszaha

Toko Behas Bea untulk: ;

. menimbun atin menyimpan  barang  asal  impor
dar/atau barang asal tempal lain dalam Daerah
Pabean: dan

b. tempat  dilakukannya  pemerlksaan  filstk  oleh
Direkiorat Jenderal Bea dan Cukail.



9.

10,

11:

12,
13.

14.

15.

Ruang Penjualan adalah bagian dari Toko Bebas Bea
berupa roang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusabe
Toko Bebas Bea untuk:

a. menjual barang: dan/atan

b. menyerahlean,

harang asal impor dan/atau barang asal tempat lain

dulam Daerah Pabean.

Teimmpat Penverahan adalah bagian darl Toko Debas Dea
berypa muang yvang dimiliki/dikoasal oleh Pengusaha
Tolio Behas Bea di:

a. terminal keberangkatan bandar udara internasional;

I, terminal keberangkatan intemasional di pelabuhan
utama;

o, tempar transit pada terminal keberangkatan bandar
udara internasional yang merupakan temnpat kKhusus
bagi pennmpang lransil lujuan luar negeri;

d, tempat trensit pada terminal Keberaogkatan di
pelabuhan utama yang merupakan tempal Khusus
bagi penumpang transil iwjuan luar negeri;

di Rawasan Fabean untul menyerahltan barang,

Gudang Berikat yang selanjutnya disingkat (3B adalah
Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang
Impor, dapat disertal 1 (satu] atau lebih keglatan berapa
pengemazan/pengemasan kemball, penyartiran,
penggabungan  [kitting),  pengepakan,  penyetelan,
pemgtongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka
wakdtu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Menteri adalah Menteri Revangan Republik Indonesia,

DHrektur Jenderal adalaly Ddrelktur Jenderal Bea dan

Culead,

Kantor Wilayah atau KPU adalah Hantor Wilayah atan

Karntor Pelayanan Thama i lingkungan  Direktorat

Jenderal Bea dan Cukad,

Kantor 1'abean adalah kantor dalam lingkungan
L}jml-;.mr_al, Jenderal Bea dan Cukal tempat dipenuhinya
kewajiban  pabean  sesual dengan Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Culkad.

&



16.

17.

15,

15

20,

21.

22,

23.

2

Pejabal Bea dan Cukai adalah  pegawai  Direkiloral
Jenderal Bea dan Cokai yang dilunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesual
Undanyg-Undang Kepabeanan.

Pajuk Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambaban
Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang bhewah, dan/atau
Pajak Penghasilan hasal 22,

Sistemn Komputer Pelayanan adalah sistem komputer
yang digunakan oleh Kanlor Pabean dalam rangka
pengawasan dan pelasanan kepahbeanan.

Pertukaran Data ElcKironik  Hepabeanan  yang
selanjulrya disebul PDE  Hepabeanan adalabh  preses
penampatan dokumen pabean dalam bentuk pertukaran
duta elekironik moelalul kemunikasi antar aplikasi dan
antar organisasi vang terintedrasi dengan menggunakan
peranglkat sistem komunikasi data.

Pemindai sidilk jari adalah sebuah perangkal elekironik
yang digunakan uanluk menangkap gambar digilal dar
pola sidik jari.

Eartu Kendali adalah alat kontrool pembelian barang Kena
cukai di Toko Bebas Bea yang diterbilkan eleh Dircklorat
Jenderal Bea dan Cukal Kepada orang tertentu,

Sistem Pengendalian Internal  yang  selanjutnya
disingkal SFI adalah sebuah sistem yang digunakan
untuk  mengkomunikasikan  dan  mengendalikan
baglan-baglan yang terkoil dengan kegialan/akbvilas
bisnis perusahasn, pergerakan dokumen pemberitahuan,
proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk
memastikian Lkepatubian penerapan peraluran
kepabreanan dan/alau eukad;

Media Penyimpanan Data Elekirondls yvang selanjutnya
disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan
dala eleklronik seperti disket, compact disk, flash disk

atau s8jenisnya.



 Pasal 2

(1] Toko Bebas EBea merupakan Kawasan- Pabesn dan

sepenubnya berada di bawah pengawasan Direkiorat
Jenderal Dea dan Culaad,

(2] Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Toko

Bebas Dea sebagaimana  dimaksud  pada  awyat (1]
dilakukan pemeriksaan pabean yang melipuli pencliian
dolkumcn dan pemeriksaan fsik barang,

[3) Pemeriksaan pabean sebagnimana  dimaksud  pada

ayat (2) dilakuksn secara selektif  berdasarkan

manajemen risika,

Fasal 3

Toka Bebas Bea dapat berlokast di:

F N

terminal keberangkatan bandar udara internasional 4l
Kawasan Pabean:

terminal  keberangkatan internasional di pelabuhan
utama i Kawasan Pabean;

tempar transit pada terminal keberangkatan Dandar
udara internasional yang meripakan tempat khusus bagl
penumpang transil tujuan luar negerd di Kawasan Pabean;
tempat fransit pada terminal  keberangkotan di
pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi
penumpang transit tujuan luar negerd di Kawasan Pabeon;
lerminal  kedalangan  bandar udara  inlernasional i
Kavrasan Pabean: atau

dalam knta.

Pasal 4

(1) Toko Belwms Bea harus mempunyat:

(22)

a. Ruang Penimbunan; dan

b. Buang Eenjuala:-l.

Ruang Penimhbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hurut a dapat berada tidak satu lokasi dengan Ruang
Fenjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dalam hal Toke DBebas Bea berlokasi i bandar wdara
internasional  dan pfl&hlﬂlall utama  schagaimana
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(4]
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(7]

(&)

(1]

S

dimaksud dalam pasal 3 horn! a sampai dengan hueuf e

Ruang Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat [1]

huruf a dan Ruang Penjualan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b harus berada dalam satu lokasi

dalam hal Toko DPebas Dea berlokasi di dalam kota

sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3 haral L

Toko Bebas Bea yang  berlokasi di dalam kola

schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf § dapat

mempunyai Tempat Penyerahan.

Buang Penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan

Fuang Penjualan scbagaimana dimakisud pada ayat (2)

harus berada di kawasan bandar uduara alaw pelabuhan

utama lokasl Ruang Penjualan yang bersangkutan.

Ferpindaban barang;

g, dard Buang Penimbunan ke Fuang Penjualan vang lolasinga
terplsah sebagatmana dimakesud pada ayat (2); atan

b. dari Toko Bebas Bea vang berlolasi di dalam kola ke
Tempat Penyerahan;

dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan

menggunakan formmalir pemberitahuan perpindahan barang,

Atas barang yang telah dibeli di Toko Bebas Bea harus

tliserahlaan dl:

a. Ruang Penjualan; atau

b. Tempat Penyerahan,

Pemberitahiuan perpindahan barang  scbagaimana

dimaksud pada ayat (8] diagjukan melalui  Sistem

KEomputer Pelavanan.

BAE II
FENDIRTAN /PEMBERIAN IZTN TOHO BEBAS BEA DAN
FEEUDBAITAN [ZIN TOHKO BEBAS BEA
Baglan Fesatu
Pendirian /Pemberian Izin Toko Bebas Beoa

Pasal 5
M dalam Toke Bebas Bea dilakukan penyelengdaraom
Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea,
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(1]

(2]

(L)

(3)

(4]

=]
1

Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko
Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.

Fasal &

Penetapan  tempat  sebagai Toko Debas DBea dan
pemberian izin sehagai Pengusaha Toko Bebas Bea
ditetapkan oleh Kepala FEamter Wilayah atau Kepala KPU
atas nama Menteri,
Penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berlak sampai dengan:
a. izt usaha sudah tidak herlaku Tagi;
by, bukti kepemiliban atan  penguasaan lokasi sudah

tidak berlakm lagl; dan/atau
c. lzin sebagal Pengusaha Toko Bebas Bea dicabuat,

Pasal 7

Untuk mendapaikan penctapan tempat sebagal Tolo
Febas Bea dan izin Pengusaha Toko DRebas DBea
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (1), pihak
vang bermaksud menjadi Pengusaha Toko Behas Bea
mengajulkan permohonan kepada:
A. Menleri c.g. Hepala Kanter Wilayah; atan
b. Menteri c.q. Kepala KI'LL
Permohonan penetapan tempat sebagnl Toko Behas Bes
dan pemberian izin sebagai Penpgusaha Tolko Bebas Bea
schagalnmﬁa dimsalksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Sistern Komputer Pelayanan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
A  digjukan  meladui Repala Hantor Pabean  vang
mengavasi.
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [1)
diajukan dengan melampirkan kelenghapan dukumen
dalam bentuk softcopy berupa hasil soan dari dokumen
asli dalam MPDE atau media elelotronik lainnya berupa:
a, profil perusahaan yang memuat informasi mengenai:

1. perkiraan investasl:

&
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2. daftar jenis barang yvang akan dijual di Toko Bebas
Bea;

3. 3FL

4. sistem pencatatan sediaan barang (T Inventoryh
dlan

8. rencana lokasi Toko Bebas Bea vang diusahalkan;

bukti kepemilikan atan penguasaan suatu kawasan,

lempal, atau banfunan yang mempunyai Datas-balas

vang |olas, termasuk didalamnya  pedanjian scwa

menyewa, apabila  tempat  vang  bersangkulan

merupakan lempal yang disewa dari pihak laing

denah lokasi/tempat vang akan diusabakan oleh

Pengusaha Toko Bebas Dea;

sural izin tempat uwsaha dan sural izin usaha

perdagangan yang diperlukan dar instansi (eknis

terlcait:

surat penguloahan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan

telah menyampalkan Surat Femberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tahun pajak lerakhir bagi yvang

sudah wajilb menyampallkan Surat Pemberitahuan

Tahunan;

surat keterangan tidak memilikd runggakan pajak, bea

masuk, bea keluar, dan cukad.

dobumen yang membukiikan telah mendayvagunaban

siglem pencatalan sedigan barang (1T noerdory] dan

sistemn Closed Cirouil Television (CCTV] Penpgusaha

Toke Hoebas Bea yvang dapal diakses scoara reallime

dan daring oleh Dirckloral Jenderal Bea dan Cubai

dan Direktorat Jendernl Pajak antara lain petunjulk

manual atau cetak layar (print screen);

. buktl identitas difl penanggung jawab badan usaba

berupa Kartu Tanda Penduduak (ETF). Earta Tzin

Tinggal Terbatas [RITAS)., atau Rarfu Izin Tinggal

Tetap (KITAF);

Angka Pengenal Importic [APLD;

dobumen yang membuktikan telah mendayagunalkan

alat pemindai sidik jard eleklronik:

. dolkumen yang membukiikan LlL'].Eﬂ'l mendayagunakan

&
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(2]

(3]

)

(1)

-

alal pembaca Karlu Kendali elekironil; dan

L Nomor Pokok Pengusaha Darang FEena Cukai
(NFFBHRC) dalam hal Pengusaha Toko FHehas Dea
menjual Barang Kena Cukal.

Pasal 8
Terhadap permohonan scbagaimana dimaksud dalam
lasal 7 ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean dalam
jangka waktu paling lama 1% (lima belas) hari kerja sejak
permohonan diterhma secara lengkap:
a. melakukan pemeriksaan deokumen dan pemerilksaan
loleasi;
b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi dan
rekomendasi; dan
o, meneruskan berila acara pemeriksaan lokasi dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada hurof b
kepada Eepala Eantor Wilayah.
[3alam hal permohonan diajukan schagaimana dimaksud
dalam Fasal 7 ayat. (1) huruf b, Kepala KFTI dalam jangka
witlthn  paling lama 10 [(sepuluh] harl kerja selak
permohonan diterima secara lengkap:
a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan
lokasi; dan
o menerbitkan borila acara pemoeriksaan lokasi.
Derita Acara Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksnud
pada ayat [1) hurmf b dan ayat (2) buruf b sesual contoh
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran T yang
merupakan baglan tidak terplsahkan darl Peraturan
Direlkiur Jenderal ini;
Fekomendasi dardi Kepala Kanior Pabean sebagnimana
dimaksud pada ayal (1) bumal b scsual contoh [ormat
sehagaimana ditetapkan dalam Lampiran I vang
merupakan baglan tldak terplsahkan darl Peraturan
Direktur Jenderal ind;

Pazal 9

Perisahaan yang mengajukan permohonan sebagaimana

&



(2]

(3

(4]

(3]

(6]

1=

diimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). harus melakukan
pemaparan profil perusahaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayal (4] buraf a yang diwakili oleh anggota
direksl perusahaan vang tercantum dalam akta pendivian
perusahaan atau perabahan terakhirnva Kepada Bepala
Eantor Wilayah atau Hepala EPU,

Hasil pemaparan svbagaimana dimaksnd pada ayal [1)
ditvangkan dalam  ormulir penilaisn  sesual  contoh
fonmat sebagaimana ditetaplan dalam Lamplran III yvang
merapakan baglan tidak terplsahkan dari Peraluran
Direkiur Jenderal ini,

Bordasarkan berita acara peomeoriksaan lokasi  dan
rekomendasi sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huwuf b atau berlta acara pemerlksaan lokasi
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2] buruf b,
dan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Bcpala Kantor Wilayah atan Kepala KPU atas nama
Menteri memberikan persetujuan atau penclakan.

Persetujuan  atau penolakan  sebagaimana  dimakeud

pada ayat (3] diberlkan dalam jangka waktu paling Jama

10 [zepuluh) hari kerja, sejak diterimanya;

a. berita acara pemeriksaan lokasi, rekomendasi, dan
basil permaparan, wntuk Rantor Wilayaly, atan

b, berita acar pemeriksaan loleasi dan hasil pemaparan,
uniuk KPU.

Dualann hal permobonan scbhagaimana dimaksod dalam

Fasal 7 avat (1) disctujui, Eepala Kantor Wilayall atau

Kopala KPU alas nama Menteri menerbitkan kepuiusan

mengendi penelapan lempal sebagai Tuko Bebas Bea dan

prmnberian izn Pengusaba Toko Bebas Bea sesuai contoh

[ormal sebagaimana diletaphkan dalam Lampiran [V yang

merupakan  bagian  lidak Lerpisabkan dard Peraluran

Direklur Jenderal ind.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimabksud dalam

Fasal 7 ayat (1) ditolalk, Repala EKantor Wilayah ataun

Kepala BUP'U menyampaikan surat  penolakan vang

menvebuthan alasan penolakan.
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Pasal 10
Perusahoan danfataun orang yvang  bertanggung  jawab
terhadap perusahaan yvang pernah melakukan tindak pidana
dl bldang KkKepabeanan danfatau cukai vang  [elah
mernpunyai kekoalan  hukum wlap  danfalau telah
dinyatakan pailit oleh pengadilan, fidak dapat diberikan
persctujuan schagai Pengusaha Tolko Bebas Bea sclama 10
(sepuluh] tahun terhitung sejak selesal menjalani hiluman
pidana dan/atau penetapan pailit.

Bagian Kedua
Operasional Toko Bebas Bea

Pagal 11
(1] Pengusaha Toko Bebas Bea vang telah mendapatkan

Eepulusan mengenal penetapan tempat sebagai Toko
Bcbas Bea dan pemberian izin 'engusaha Toko Bebas
Bea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (5)
memberitahukan secara tertulis keslapan dan rencana
memulal operasional Toko Bebas Bea kepada Hepala
HPLI atay Hepala Rantor Pabean yang mengawasi Toko
EBebas Bea.

{2} Vemberitabuan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadl dasar bagl Kepala EPU atan Kepala Kantor
Palean untuk:

a#. memberikan  akses kepada Pengusabia Toko Bebas
Bea terhadap Sistem Komputer Pelayanan; dan/atau

b. menugaskan Pejabat Dea dan Cukai  untuk
e lakukan kegiatan pelayanan dan/alan
Pongawasar.

Bagian Ketlga
FPermabahan Izin Toko Behas Bea

Pazal 12
(1] Pengusaha Toko Bebas Bea wajib mengajukan
permohonan perubalian data kepada:
a. Kepala Kantor Wilayah; atau
b, Kepala EPU, '



[2)

(-3)

(4)

(1}

N

dalam hal terdapat perubahan data pada keputusan
mengensal sural penelapan lempal sebagal Toko Bebas
Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a disjukan meladni Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi dengan menpggunakan  Sistomn Komputer

Pelayanan.

Permohonan sebhafalmana dimaksud pada ayat (1]

digjukan dalam hal :

g, lerjadi perubaban nama. alamal, dandataoa NIWEP
FPengusaha Toko Bebas Bea,

b terjadi perubahan nama, dan/alan o alamat
pemilik /penanggung jawab Toko Bebas Bea;

¢. terjadi perubahan luas lekasi Toko Bebas Bea;
penambahan tempat penyerahan bagi Toko bebas
Bea dalam kota;

¢, lerjadi perubahan jenis barang yang dilimbun di
Tolio Bebas Bea; dan/atan

f. perubahan jangka waktu izin Toko Bebas Bea.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada avad [3) huraf 'a

dan huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Toko Debas

Bra merger atan diakwisisi.

Pasul 13

Pengajuan permohonan perubaban data sebagaimana
dimalksud dalam Pazal 12 ayat (1), diajuken dengan
melampirkan  berkas  permohonan dan kelengkapan
dokumnen dalam benluk soffcopy berupa hasil scan dard
dokumen asll dalam MFPDE atan media elelkironilc
lalnnya berupa:

a, keputusan penetapan sebagal Toko Bebas Bea dan
izin Pengusaha  Toko  Bebas  Hea  beserla
porubabannya  dalaan hal pernab dilakulkan
perubahan; dan

b. kelengkapan dokumen vang mendukung
permchonan perubahan data dalam izin Penpusaha
Toko Debas Tea yang hersangkutan,



(2)

(3]

4]

(5

(6]

- 13 -

Hepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan
penelitian  terhadap  permmohonan perubahann data
sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

Dalaun hial berkas permohonan sebagaimana dimaksad
pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala EPU atau
Kepala Hantor Pabesn memninla lambaban dokuamen
yang diperlukan.

Dalam hal terdapat perubahan luas lokasi dan/atau
penambahan tempat penyerahian bagl Toko Debas Bea
dalam kota, Hepala KPU atau HKepala Kantor Pabean
melakukan pemeriksaan lolasi yang dituangkan dalam
berita ocara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format
sebagalmana ditetapkan dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian ldak terpisabkan dar Peraluran
Direklur Jenderal ini.

Berdasarkan hasil penelilian sebagaimans dimalkesad
pada ayar (2], Eepala Eantor Pabean membuat relomencdasd,
Fekomendasi dari Hepala Kantor Pabean schagaimans
dimaksud  pada  ayal (5] sesual  conloh  formad
sehapalmana  ditetapkan dalam Lampiran 11 vang
merupakan bagian tidale terpisahkan darl Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Kepala Kantor Pabean menyampaikan sqffcomy berupa hasil

sean darl dekumen asli dalam MPLRDE atau media elektronil

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

kepada Kepala Eantor Wilayah dalam jangka wakiu paling

lama 7 (hyuh) harl kerja =ejak permohonan diterima secara
lengkap dengan diseriad hoardeopy dun softcopy berupa:
A. rekomendasi darl Repala Kantor Pabean  scbagaimens

dimalksud dalam Pasal 12 ayat (5] ; dan

b. berlta acara pemeriksaan lokasl peta lokasl, dan denah

lokasi/tempat vang telah ditandasahltan Kepala Kantor

Pabean atau Pejabal Bea dan Cukai yang difunjuk, dalan

hal permohonan diperlubkan pemeriksaan lokasi.
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Pasal 15

(1} Atas permohonan sebagaimana dimaksud dadam Pasal
12 ayat (1}, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menterd
memberilzan persetujuan atan penolakan dalam jangka
waktu paling lama 10 [(sepulub] hari kerja sejak
diterimanya berita  acara pemerlksaan  lokasl  dan
rckomenidasi dari Repala Eantor Pabean,

Eﬂ Atas permolicnan schagaimana dirnaksud dalam Pasal
L2 aval (1] Eepala KFL aras nama Menterl mermberikan
persetujuan atau penolakan dalam jangka walktu paling
lama 7 (tujuh) harl kerjla sejak permohonan diterima
secara lengkap ataw 15 (lima belas) hari kerja sejak
permohonan  dilerima secara lengkap  dalam hal
diperlukan pemeriksaan lokasi

[3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat [1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala KFL atas nama Menteri menerbltkan keputusan
perubabian penelapan lempal sebagai Toko Bebas Bea
dan izin Pengusaha Toko Debas Dea sesual contoh
lormal sebagaimana ditetaphkan dalam Lampiran V ovang
merupakan bagian tdale terpisabkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Ini.

(4] Dalam hal permobonan sel:ra_g:jjmm.rm dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) ditolak, Eepala Kanlor Wilayah atan
Hepala KI'J menyampaikan surat pemberitabian yang
menyeitkan alasan penolilarn,

BAEB 111
FERLAKLIAN KEPABEANAMN DAN PEIRPAJAKAN

Bagian Periama

Fasilitas

Pagal 16
(1} Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang
berasal dari:
a. luar Daerah Pabean:

=
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b, Gudang Berlkat; dan/atan
c. Toko Bebas Bea lainnya,
diberikan penangguban bea masuk, pembebasan cukai,
dan/atau tHdak dipungut Pajak Dalam Bangka Impor.,
Pemasukan barang ke loko Bebas Bea vang berasal dari:
a. tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atan
b. Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari
tempat lain dalam Daerah Pabean,
tidak dipungut Fajak Pertambahan Nial atau Fajak
FPertambahan NMilat dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea
vang berasal darl Gudang Berlkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huratf T, pengusaha Gudang Berikat atau
pengusaha di Gudang Berllkat wajlb membuat falktur
pajak varg diberlkan keterangan Pajak Pertambahan
Nilal atan Pajak Pertambahan MNilal dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah fidak dipungut,
Terhadap pemasultan harang impor ke Toko Bebas Tea
yvang berasal dari Tolko Bebas Bea lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, Pengusaha Toko Bebas
Bea lainnva dimmaksud wajib membuat faktur pajak yvang
diberikan keterangan Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah tldak dipungut.
Belenluan mengenal perlakuan Pajak Perlambahan Nilai
atau Pajak Pertambmabian Nilai dan Pajak Penjualan alas
Barang Mewah tidak dipungul alas pemasukan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dan ayat (4} harus
diperahd oleh setiap Pengusaha Toko Bebas Bea.

Pasal 17
Perlakusn  Pajak Pemtambahan Nilai ataun  Pajak
FPertambahan Milai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah tidak dipungut  atas  pemasukan  barang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3] dan ayat
(4} harus diterapkan oleh PPengusalia Toke Bebas Bea



=15 -

derigan mengounakan [akiur pajak sebagaimana diatur
dalarm  persluran perundand-undangan di | bidang
perpajalkan.

(2) Dalam lhial ketentuan sebapabimana  dimaksud  dalam
Pasal 16 ayat [3) dan ayat (4 tidak dipenuhi olch
Pengusaha Toko Bebas Bea, atas pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Kilad dan
Fajak Penjualan atas DRarang Mewah vang seharusnya
tidak dipungut, tidak dapal dikreditkan,

(3] Barang scbhegaimans dimaksud dalam Pasal 16 ayal (1)
dan ayat (2], bukan merupakan barang untuk
dikomsumsi dl Toko Tiehas Bea yang bersangkulan,

Bagian Kedua
Orang Yang Berhak Membeli Barang di Toko Bebas Bea

Pasal 18

(1] Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko
Bebas Bea vang berlokasi i bandar udar inlermiasional
dan pelabuban otama sebagaimana  dimaksuad dalam
Fasal 3 huruf a sampal dengan huruf o, dengan tidak
dipungut bea masuk dan cukal serta Pajak TDalam
Rangks [npor melipali
a. orang vang bepergian ke luar negeri; atan
b. penurnpanyg yvang scdang transit di Kawasan Pabean

dengan Lujuan ke luar negeri.

{2} Pembellan barang di Toke Debas [Bea sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan menunjuklcan
paspor dan landa bukti penumpang (boarding pass).

[3) 'embelian barang di Toko Debas Bea haras dilakukan
sendiri oleh omng tertentu yang berhak menmbell
sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) dan tidaly <apat
diwakilkan.

Pasal 19
(1) Orang tertentun vang berhak membeli barang di Toko
Bebas Dea vang berlokasi di dalam kota sebagalmana

G
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dimaksud dalam Pasal 3 horufl T dengan mendapatkan

pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut

Fajak Pertambahan NWilail atau Pajak Pertambahan Nilal

dan Pajak Penjualan atas Barvang Mowah, dan/atau Pajak

Dralam Rangks linpor vaibu:

a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia
beserta kKeluarganya yang berdomisill &l Tndonesia
berikut lembaga diplomatik;

b. pejabalftenaga  ahli  yang bekerja  pada badan
inlermasional  Jdi Indonesia yang  memperoleh
kekebalan diplomatik beserta Reluarganya, dan

t, orang yvang akan keluar dard Daerah Pabean.

Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dari

Daerah Pabean sehagalmana dimaksud pada avat (1)

huraf ¢ dilakukan dengan menunjuklan paspor dan likel

perjalanan mjuan luar daerah pabean serta dilakukan
perekaman pola sidik jari melalui alat pemindal stdilk jarl
elekironik oleh Pengusaha Toko Bebas Bea.

Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksidd pada

avat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli vang bekerja

pada badan internasional di Indonesian sebagnimana
dimalsud pada ayat (1) humuf b harus

berkewarganegaranan as=ing dan direkomendasikan oleh
instansi lekmis berleail.

Heluarga sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huraf a
dan buruf b adalah suami atau Istrl vang sah sesual
ketenluan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Bea olch
orang tertentu yvang berhak sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 19 ayat {1} hurut a merupakan barang kena
cukal, pembelian dibatasl dalam jumlah yang ditetaplkan
nleh instansl teknis terkait berdasarkan asas timhbal balik
dengan mendapatkan pembehasan cukal.

Fembelian barang Kena cukal oleh keluarga dasi anggota
korps  diplomatik vang  bermugas di Indonesia beserta
keluarganya yang berdomisili di ndenesla yang memperoleh
kekebalan  diplomatik mengurangl  batasan  petrbelian
barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

&
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Dalam hal barang yang dibeli di Toko Bebas Fea oleh

orang tertemtu yang berhak sebagdimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) hurul b merupakan barang kena

culkal, pemhellan dibatasi berdasarkan rekomendasi dard

ingtansi toknis terkait dalam jumlah paling banyal:

s 10 (sepuluh) liler minuman mengandung etil alkohal
per orang dewaso per bulan; dany/atan

b, 300 [tiga ratus) batang sigaret atau 100 {seratus]
batang cerutu atau 300 (ima ratus} gram tembaliau
iris/hasll tembakaa lainnya per orang dewasa per
bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil
tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per
Jenis hasil tembakau terseboal,

diberikan pembebasan cukad.

Orang dewasa schagaimana dimaksud pada ayat (3]

adalah pejabat/tenaga ahli vang bekerja pada badan
internasional di Indonesia yang memperoleh kelkebalan
diplomatik.

Pembelisn  barang  kena cuokai oleh  keluarga  dard
pejabat/tcnaga  ahli  yang bekerja  pada badan
nternasionsl di Indenesia yang memperoleh kekebalan
diplomatik mengurangi batasan pembelian barang kona
cukai sebagaimana dimalksud pada ayat (3).

Pasal 21

Pembelian barang di Toko Bebas Bea oleh lembaga

diplomatik sebagaimana dimaksud dalam PPasal 19 ayat

(1} huruf a, dapat dilakukan dengan poragtujuan Kepala

Kantor Wilayah atau Hepala KI'U dengan ketentuan:

2. berdasarkan permoehonsn yang disampaikan oleh
pimpinan lembsagy diplomatik;

b. untuk kepentingan kbusus scperli perayaan hari
Kernerdelaan negara vang bersaiighutan, poerayaan
hari besar fectentu dan keglatan kenegaraan yang
bersangkutan;

c. telah direkomendasikan oleh instansi teknis terkait;
dalam jumlah sesuai yang ditetapkan oleh instansi
teknis terkait berdasarkan asas timbal balik; dan

e, mendapatlan pembebasun culad.

(2
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(2) Terhadap pembelian barang oleh orang yang akan ke luar

(3

darl Daerah Pabesn sebagnimana dimaksud dadam Pasal

18 ayat (1) huruf ¢, penyerahan barang vang dibeli

flimalksud harus dilakukan di

a. Toko DBebas Dea wvang berlokasi di terminal
keberangkatan internasional bandar udara
internasional di Kawasan Pabean:

b, Toke Becbhas Eea vang berlokasi di terminal
keberangkatan internasional di pelabuhan utama di
Kawasan Pabean;

c. Toko Bebas Bea vang berlokasi di tempat transit
tertnitial  keberangkatan inlernasional bandar adara
internasional di Kawasan Pabean;

d. Toko Hckas Dea wvang betlokasi di tempat transit
terrninsl keberangkatan internasional di pelabuban
utama di Hawasan Pabean: _

. Tempat Penyerahan vang herlokasi 41 terminal
keberangkatan Internaslonal handar udara
intermasional di Kawasan Pabean,;

f. Tempat Penyerahan wvang berlokaslt di terminal
keberangkatan internaslonal di pelabuhan utama i
Kawasan Pabear:

g Tempat Penyerahan yang berlokasi di tempat transil
pada lerminal  keberangkatan  bandar wdara
nternasional yang menipakan tempal khusus bagdi
penumpang transit tujuan lnar negerl di Kawasan

Pabean; atan
h. Tempat Penverahan yvang berlokasl dl tempat fransit
pada terminal keberangkatan di pelabuhan utaima
vang merupakan tempat khusus bagl penumpang
transit fujuan luar negeri di Kawasan Pabean,
yvang memilld nama perisahaan yang sama dengan Toloo
Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota  tempat
pembelian barang,
Penverahan barang vang dibell oleh orang yang akan ke
luar dari Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) dilakukan dengan menunjukkan paspor dan

&
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lamdia bukll pemmumpang (Boarding poss) dan pencocokan

data sidik jari (erhadap penyeraban  barang  vang

permbeliannyva dilakulkan di Toko Bobas Bea dalam kota,

Pembelian barang oleh orang yang akan ke luar dard

Draerah Pabean sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 19

aval [1) huruf ¢, dapat dimasukkan kembali ke Toko

Bebas Bea dalam hal:

a. Hdalk  diambil oleh pemillknya di terrninal
keberangkatan: olan

b. retur.

Pemasulan kembali barang sebagalmana dimalesud pada
avat [4) dengan menggunakan formulir pemberitahuan
pemasukan kembali yang disampaikan melalol Sistem
Romputer Pelayanan.

Penpusaha Toko Behas Bea harus dapat memastikan

babwn pembeli adalah orang tertentu yang berhak
membeli sebaganimona dimaksnd dalarm Pasal 19 ayat (1).

BEagian Ketiga
Earm Kendall

Pasal 22
Anggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 aval (1) hural a dan pejabal/tenaga ahli vang
bekerja pada badan intermasional di Indonesia yang
memperolsh kekebalan  diplomatik sebagaimana
dirnaksud  dalamn Pasal 19 ayal (1) hural b dapat
membeli barang hkena cukai di Toko Bebas Bea
sepanjang memiliki Karta Kendali,
Pembelian barang kena cukai di Toko Debas Dea
zebagaimana dimalksud pada ayat (1] haros dilakukan
sendici oleh  orang  terfentu vang berhak  membeli
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 19 avat (1) huruf a
dan huraf b, dan tidak dapat diwakilkan;
Dlkecualllkan darl kerentuan sebagalmana dimalsud pada
ayal. [2), pembelizan buarmng kena cukead di Toko Bebas Bes oleh
Kepala lknps diplomatlk dapat diwakilkan oleh pihak yang
dhnfuls berdasarlean surat kuase Kepala korps diplomatils

G
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Uniuk mendapatian karbu kendali, anggola korps diplomalik
atau  pojabat/enaga abli vang  beketja  pada badan
imtermasional di donesia. sebagaimana ditmaksud s ayvat
(1], hams mengapdian permobonan kepada Kepada Hantor
Wilayah atau Kepala KPU mclahai Sistem Komputer Polayanan.
Fengajuan permohonan  sebagaimana dirnmaksud  pada
avat [4) diajukan dengan melampitkan dolumen
kelengkapan dalam bentuk hardeopy dan  soffcopy
mengpunalkan MPDE berupa :
a. fotokopl paspor;
B, pas foto orang yang bersangkutan; dan
c. rekomendasl darl instansi teknls terkait vang paling
sedikit memuat:
1. nama, kehangsaan, dan jabatan orang yang
bersangkutan;
2. nmama dan kebangsaan dari suami alan isid dad
orang yang bersanghkutan;
5. mama instansi atau lemmbaga lempal kerja orang
yang hersangkutan;
4. maga tugas; dan ;
batasan jumlah barang kena cukai yang dapat
dibell di Toko Rebas Bea.
Dalam  hal snami atan isirl darl angeota  keorpa

=

diplomatlk atau pejabat/tenaga ahll yang hekerja pada
hadan internasional di Indonesla sebagaimana dimaksud
pada ayat [1] akan dimchonkan untuk mendapatkan
karin kendali, permohonan sebagaimana dimalksud pada
ayat (4) juga dilampirkan dengan fofokaopl {dentitas serta

pas folo suami alan istrd orang yang bersangkutan.

Fazal 25
Alas permnohonan sebagaimana dimaksud dalamn l-’;asal
22 ayat (4] dan/atan ayat (6], Kepala Kantor Wilayah
atan HKepala HKPU memberikan persetujuan  atau
penolakan dalarn jungka wakiu paling lama 10 (sepuluali)
hari kerja sejak permohonan diterdma sccara lengkap
oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

&
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[ialam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 avat (4] dan/fatan avat (6] disetujul, Kepala
Eantor Wilavah alau Kepala KPU menerbithan kartu
kendali.

Dalam hal permobanan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat {4) dan/alau ayal (6) ditolak, Hepala
Kantor Wilayah atau Eepala EPU menyvampaikan surat
pemberitahuan yang mnenyebulkan alusan penolakan,
Hartu kendali scbagaimana dimaksud pada avat (2)
berlaku mituk jangka walttu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24
Kartu kendali scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22
avat (1] haras disediakan dalam benlok karta kendali
elektronilk.
Terhadap pemilik  kartu  kendali elektronik harus
dilakubkan  perekaman pola sidik jari  dengan
menggunakan alat pemindal sidik jarl elektronik.
Perekaman pola sidik jar sebagaimana dimaksiod pada
ayat [2) dilalukan di Toko Bebas Bea oleh Pengusaha
Toko Bebas Bea pada saat pertama kali menggunakan
kartu kendali elekironik,
Kartu kendali elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan diveriikasi kepemilikannoya dengan
menggunakan pola sidik jari melalui alat pemindai sidik

jarl elektrondk pada saat pengiunaannya.

FPasal 25

Penyedinan dan pendistribusinn kartu kendali elelkironilk
sebagahmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada
Fantor Wilavah dan EPU dilaksanakan oleh Kantor
Pusat Direltoral Jenderal Hew dan Culad.
Pendistribusian karlu kendali elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
permohonan darl Hepala Hantor Wilayah atan Kepala
KPL.

&,
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[3) Tata cara penyediaan dan pendistiibusian kartu kendali

(1)

(2

[3]

(4]

(3)

elekironik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),
sebagalmana  ditetapkan dalam  Lampiran VI yang
merupakan baglan tidak terplsahlan darl Peraturan.

Direlktur Jenderal ini.

Pasal 26

Eartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
avat (2) dapat diperpanjang olehl Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala KPLL
Untuk dapat diberikan perpanjangan Earta Kendali,
anegora Korps diplomatlk scbhagalmana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huraf a dan pejabal/tenaga ahli yang
bekerja pada badan intemasional di Indonesia yang
mempercleln kekebalan diplomalik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hurafl b, haros
mengajukan  permohonan  perpanjangan  atas  karto
kendali dimaksud schelum atau scsudah jangka waklu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayal [4) berakhir,
Dalam hal kartu kendall telah herakhir jangka waktn
berlalunya, pembelian barang di Toko Bebas Bea tidak
dapar dilayand,
FPermohonan perpanjandan sebagaimana dimaksud pada
avat [2) diajukan kepada Eepala Kantor Wilayah ataa
Kepala KPL melalul Sistem Komputer Pelayanan.
Permohonan perpanjangan kartu kendall sebhagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melamplrkan
tlokumen  Relengkapan dalam bentuk  hardeopy  dan
softcopy menggunakan MPDE kepada Kepala Kantor
Wilayah arau Kepala KFU, dilampil dengan:
a. kartu kendali yang jangka walkiunya akan atau telah

berakhi;
b. surat rekomendasi instansi teknis terkait;
. fotoloopi paspor:
d. pas foto anggota korps diplomatik dan pejabal Mleraga

ahll yang hekerla pacda badan Intermasional di

Indonesia: dan

G
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e. fotokopl identitas serta pas foto suamd atan ishi
anggota lkkorps diplomalik dan pejabal/lenaga ahli
vang bokera pada badan inlernasional di Indonesia,
dalam hal suami atau istri dard anggota korps
diplomaiik dan pejabal/ lenaga ahli vanyg belerja pada
badan infermasional di Indonesia akan dimchonkan

untuk mendapatkan perpanjangan karta kendall.

Pasal 27
EBerdasarkan permoelionan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 26 ayat (5) Kepala Kantor Wilayah atau HKepala
EFU memberikan  perselujuan alau penolakan  dalam
jangka waklu paling lama 10 (sepulub) hard kerja scjak
pormchonan diterima sccara lengkap oleh Kepala Hantor
Wilayah atan Kepala KFU.
Dalam hal permohonan sebagalmana dimaksud dalam
Masal 28 ayat (8] disetujul, Kepala Kantor Wilayah ataun
Eepala KPU memberikan perpanjangan masa berlaka
kartu kendali yang jangka waklunya akan atau Lelah
beralhir.
IMalam hal permohonan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 26 zvat [b) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala RIPU menyamnpaikan surdal pemberitabuan yvang
mnenyebullan alasan penclakan.

Pasal 25

Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayal [2) dapal diganli denpgan kactu kendali yanyg bamm
dalamm hal:

a. rusak; atan

b. hilang

[Dualam hal kartu kendali sebagaimana dimaksud pada
ayal [1) hural a alau hurul b, anggoela korps diplomatik
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (L) huruf a
dan pejabat/lenagn ahli yang bekerja pada adan
internasional di Indonesia yang memperolely kekehalan
diplomatik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

L]

G



(3

(1]

(2]

13

[4]

L

[1] hursf b, harus mengajukan permohonan penggantian

atas kartu kendali;

Permohonan pengfantian kartu kendali schagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melamplirkan

dokumen keclengkapan dalam bentuk hardecopy  dan
softcopy menggunakan MPDE kepada Kepala Kanlor
Wilayah atau Kepala KPL, dilampirl dengan:

a, kartu kendali vang rusak atau surat keterangan dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal
kartu kendali hilang; |

b. fotokopi paspor; dan

0. fotokopi identilas suami alan isld anggola korps
diplomatik dan pejabat/tenaga ahll yang hekerja pada
badan internasional i Indonesia, dalam hal suzond
atau  istri darli anggota  kKorps  diplomatie  dan
pejabal ftenaga  ahli yang bekerja pada  badan
internasional i Indonesla akan dimohonkan unnik
mendapatkan penggantlan kartu kendall.

Fasal 29
Berdasarkan permohonan sebagalmana dimalsud dalam
I'asal 28 avat [3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
KFL menberikan persetujuan alan penclakan dalam
jangka waldn paling lama 10 (sepuluh) had kerja sejak
permahonan diterhma secara lengkap oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala KPU.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayal [3) disetujui, Bepala Kantor Wilayvah ataa
Kepala KPU menertbifican Kartu kendall pengdgant.
Dialam hal permobonan sebagalmana dimaksnd dalam
Pasal 28 ayat [3) ditolak, Kepala Hantor Wilayah atan
Eepala KPU menyampaikan surat pemberitnbuan vang
menyebutkan alasan penolakan.
Fuota dan masa berlalkn kartu kendali penggant
sebagaimana dimmaksud pada ayat {2] sesual dengan

kuota dan masa berlaku scbelumnya.
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Fasal 30

{1} Amnggota korps diplomatik sebagaimana dimaksud dalam

(2]

(3)

{1]

(2}

2]

Fasal 19 ayat (1) huruf a dan pejabat/tenaga ahli yang
bekerja padsa badan internasional di Indonesia  vang
memperolchh Kekebalan diplomatik scthagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat [1) haref b dapat
mengajuban perubalian atas Karto kendali sebagaimeana
dimnaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Ecpala Eantor
Wilavah alau Hepala KPL,

Untuk mendaputkan  perubaban karlu kendali
sebagaimana dimaksud pada avat (1], anggota .kﬂrps
diplomatils atau pejabat/tenaga abhli yvang bekerja pada
radan intermasional di Indonesia yang memperdleh
kekehalan diplematilk, mendajulkkan permohonan kepacda
Hepala Eantor Wilayah atau Kepala KPU melalul Sistem
Eomputer Pelayanan.,

Fengajuan permobonan sebagaimana  dimaksud pada
avat (2]  digjukan  dengan  melampirkan  dokurnen
kelenglapan  dalam  bentuk  hardeopy  dan saffcopy
menggunakan MPDE berupa rekomendasi darl instansi
leknis  lerkail  serta dokumen  yang mendukung
prerubahban data dalarm karln kendali.

Pasal 31

Derdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 30 ayat (2], Kepala Kantor Wilavah atau EKepala
KEFL] memberikan persetujuan atan penolalcan dalam
jangka wakiu paling lama 14 {sepuluh] hari kerja sefak
permohonan diterima secara lengkap oleh Bepala Kantor
Wilayah alau Kepula KPUL

alam hal permpohonan scbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 aval (2] disclujui, Kepala Kanlor Wilayah ataa
Kepala KPT menerbitkan kartu kendali pengganti,

Didam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2] diolak, Kepala Kantor Wilayah atan
Eepala KPU menyvampalkan surat pemberitahuan yang

rmenyebulkan alasan penolalkan.

(&
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(1)

(2)

(3]

[

(1)

R

Kuota dan masa berlalku kartu Eendall yang dirubah
gebapaimana dimaksud pada avat (2) sesual dengan

kuota dan masa berlaku sebelumnya.

Bugian Keempal
Terminal Kedatangan

Pagal 32
Orang yang dapal mcmbeli barang di Toko Bebas Bea
yvang berlokasi di termninal kedatangan sebagaimana
cirabksud dalam Pasal 3 hurul ¢ merupakan orang vang
haru tiba dari luar negeri.
Fembellan barang vang berasal darl lunar Dacerah Pabean
di Tuko Bebas Boa schagaimana dimaksud pada ayal (1)
mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan tidak
dipungut PMajak Dalam Rangks Impor sesual dengan
ketenluan peraluran  perundang-undangan  mengenai
ehspor dan impor barang vang dibawsa oleh perampang
dan awall saratna penganglkut.
Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk bea masuk anlh dumping, bea masuk anld
dumping scmentara, bea masuk tindaksn pengamanan,
bea masuk tndalkan pengamsnan  sementara, bea
masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, dan bea
masuk pemhﬁlaﬂﬂn.
Pembelian barang vang berasal dar tempal ladin dalam
Dacrah Pabean di Toko Bebas Bea sebagaimana
dimalksud pada  ayat (1), wajlb  dilunasi  Pajak
Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Majak Peojualan alas Barang Mewah yang pada saal
pemasukan barang ke Toko Debas Dea fidak dipungut
Pajuk Perbambaban Nilai atau Pajak Pertambahan Nilal
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewalh.

Pasal 33
Pemibellan barang di Tuke Bebas DBea sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan

@
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(3]

()

(1]
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menunjukkan paspor dan tanda bukb penumpang
|boarding pass] serta dilakbukan perckaman pola sidik
jarl melalnl alat pemindai sidik jari elekionilk;
Perekaman pola sidik jaii sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dilakukan oleh Pengusaha Tokao Bebas Bea:
Fombellan barang kena cukal sebagalmana dimaltsud
dalam Pasal 32 ayat [2), tidak boleh melehihl batasan
kelentuan perundang-undangan mengenal ekspor dan
impor barang vang dibawa olely penumpang dan awak
sarana penganghkot.

Pernbelian barang selain barang kena cukai, dalam
jurmdah  melebibi  batasan  nilei yang  diberikan
pembebasan  sebaguimana dimaksud dalam Pasal 32
ayal (2], alas kelebihan nilai dikenakan pungutan bea
masuk dan Pajak Dalam Bangka lmpor.,

Pasal 34
Aras penyeraban barang dari Toko Bebas Bea kopada

orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayal (1),
Pengusaha Toko Debas Bea wajib membuat [akbor pajak
dan menmungut Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak
FPertambaban Nilai dan Pajak Pemjualan atas Barang
Mewah sesual dengan keteniuan peraturan perundang-
undangan di hidang perpajakan.

Dusar porhilungsn punguisn bea masuk, cukal dan Pagk
Dalam Fangla bmpor schagainens dinalssud dalam Pasal 33
aval (4] berlaku ketentian sebagai berfku ;

a.  bea masuk dihitung berdasarkan ;

1. milal pabean sesual nilal transaks! yang tei.'_lad:l
pada saat penjualan barang dard Toko Bebas Bea
kepada pembeli; dan/atan

2. Klasifikasi dan pembebanan yang berlaku pada
saal penjualan barang dari Toko DBebas Tea
Ecpada pembell; dan

b Pajak Dalam Rangka Tmpor dihitung berdasarkan
nilai impor yang herlalon pada saat penjualan barang
dari Toko Bebas Dea kepada pembeli,



()

(4}

S0

Nilai impor sebagaimana dimalesud pada ayat (2) hurof b
diperoleh darl penjumlahan nillal pabean ditambah bea
masuk.

Fenghitungan bea masuk  dan  Pajak Dalam Rangka
Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1),
mengounakan  Nilai Dasar Perhitungan FBea Masuk
[NDFEM] yang ditetapkan aleh Menteri yang berlaku
pada saat penjualan barang darl Toko Debas Dea kepada
pernbeli.

BAB 1TV
EEWAJIBAN, TANGGUNG JAWARB, DAN LARANGAN

Bagian 'crtama
Kewajiban Pengusaha Toko Bebas Bea

Pasal 32

Pengusaha Toko Bebas Bea boerkowajiban:

.

megnasang landa nama perusahaan pada lempal yang

dapal dilihat dengan jelas oleh umum, dengan ketentuan

paling sedikit memuar;

L. mamma perusabhaan sesual dengan yang (erlera dalam
izin Toko Bebas Bea,

2. nermor duan angegal jzin Toko Beluas Bes;

. monyediakan mang kerja, sarana kerja, dan fasilitas

vang  lavak bagi Pejabal Bea dan Cokai unluk
menjalanlean lungsi pelayanan dan pengawasarn;

memisabkan  dengan  memberikan  landa yang  jelas
danSatau batas tertentu atas barang vang berasal darl
luar Daerah Pahean dan barang yang berasal cdarl tempat
Inin dalam Daerah Pabean yvang ditimbun _L'li Ruzang

Fenimburan;

. mendayagunakan sistern informasi perscdizan berbasis

kemputer ([T Inventory) untuk pencatatan barang yvang
masuk dan keluar ke dan darl Toko Bebas Bea yang
dapat diakses olch Direkloral Jenderal Bea dan Cukai
dan Direktorat Jenderal Pajak secara realtie dan daring,

g
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mcrnasang sistem Closed Clreull Teleolston [CCTV] yang
biza diakscs dari BPU atau Kantor Fabean secara realtime
dan daring serta memiliki dala rekaman paling sedikit
selama 7 (tujull bard  scbelumnya, yang  dapat
memberikan gambaran vang jelas mengenal pemasukan
dan pengeluaran barang,
meryediakarn:
L. komputer; dan
2. sistem informasi yvang terhubung dengdan  Sistem
Homputer Pelayanan,
dalam rangka pelayanan kepabeanan;
. mengajukan permeohonan perubaban keputusan  izin
Fengusaha Toko Bebas Bea kepada kepala Kantor
Wilayah atau Kepala KPLU dalam hal terdapat perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4];
. melalmkan pencacahan (stock opname) terhadap barang-
barang vang mendapat fasilitas kepabeanan. cukai, dan
perpajakan, dengan mendapatlkan pengawasan darl KPU
atau Hantor Pabean yang mengawasi, paling sedlkil 1
(satu) lkali dalam kuman walota 1 {(sata) tahun;
menyelengarakan pembukuan mengenal pemasukan
dan pengeluaran barang ke dan dari Toko Bebas Eoa
serta pemindahan barang  dalam Toko  Bebas  Bea
berdasarkan prinsip-prinsip akonlansi sesuai Standar
Akunlans Indonesia;
menyimpan dan memelihara dengan balk pada tempat
usahanva, bulu, dan catatan serta dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun walkiu
10 (sepulub) tahun;
. mcmberikan akses lerhadap data dan dokumen seluimh
kegiatan Tokoe Bebas Bea yvang dibutuhkan dalam ranghka
pomeriksaan pabean oleh Dircktoral Jenderal Bea dan
Cukai; -
menyerahkan dokumen yang berkailan dengan kegiatan
Toko Bebas Bea jika dilakuksn pemeriksaan oleh
IMrekiorat Jenderal Bea dan Cukai:
. secara herkala menyvampatkan salinan [eopy) laporan

kenangan tahunan yang disusun berdasarkan prinsip

]
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akutansl yang berlakn wmum sesuai dengan Standar
Akutansi Heuangan yang ditetapkan olch [katan Akuntan
Indonesia paling lambat pada akhir bulan lke-3 [Lga)
setelah tangoal laporan kenangan tahunan; dan

Pﬁsal 36

Pengusaha Toko Bebas Bea wafib meneliti orang yang

membell barang di Toko Bebas Bea yvang dinsahakannya.

Penelitian sebagaimana dimakswd  pada ayval (1)

dilakukan dengan tujuan untuk memasbkan babwa

orang vang membeli barang di Toko bBebas Bea
merupakan orang yang berhale,

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terhadap

pembelian barang di Toko Bebas Bea vang berlokasi di

Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a sampal dengan huruf . dilakukan  sebagai

berikut:

. mencocoklkan data dalam tanda bultti penumpand
(hoarding passl dengan paspor calon pembcl barang:
dan

b. memaslikan babhwa tanda bulk pernampang (boording
pass) benar untuk pesawat tujuan penerbangan ke

liar daerah pabean.

(4) Penelitizn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap

()

pembelian baranyg di Toko Bebas Brea vang berlokasi di
terminal EKedatangan sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 3 buruf e, dilakukan sebagal berfkut:

A memnasiikan Eebenaran perbeli dengan
mencocokkan paspor dengan tarda  bukl
pemimpang |boarding pass): dan

b. memastikan pembellan barang kena culkal tidak
boleh melebibi  batasan ketentnan  perundang-
undangan mengenal ckspor dan impor barang yang
dibawa olch penumpang dan awak sarana
penganghkur,

I'emeliian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) lerhadap

pembelian barang di Toko Debas Bea yang betlolkast di

G
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dalam keiz sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3 huraf

f, dilakukan sebagal berilout:

a, alas pembelian barang kena cukal yang dilakukan

oleh anggota korps diplomatik atan pejabat/tenaga
ahli yang bekerja pada badan  internasional di

Indonesia -

1.

memastikan kebenaran kartu kencall dengan
cara mencocoklkan dengan data yang tersedia
dalam database kartu kendali pada sistem
lzonputer di Toko Behas Bea:

memastikan bahwa pembelian barang kena culial
dilakukan oleh orang vang tercantwn  dalam
karlu lieraclali/ Llidak diwakilkan scria
thcnescoklan sidik jari: dan

mernastikan bahwa pembelian barang kena culiai
ldak melebibi  balasan .j.ra.ng diperkenankan
scbagaimana dimaksod dalam Pasal 20 ayal (1)
tlary ayal [3),

b, atas pembelian yang dilakukan oleh orang vang akan
keluar dar Daerah Pabean, dengan memastikan
bahwa pembeli benar akan berangkat ke luar Daerah
Pabean dengan meneliti paspor, tiket keherangkatan
ke luar negeri dan tanda bukti penumpang (Boarding
poss) serla melakukan perekaman sidik jari.

Pasal 37

(1] Pengusaha Toko Behas Bea wajlh melakukan pendataan
lerhiadap pembelian di Toko Bebas Dea ke dalam sislein
pencatatan  sediaan  barang  berbasis komputer [T
fricentory).

(2]

Pendataan sehagaimana dimaksud pada ayat (1] melipuati

kegiatan:

a. mencatat data identitas orang yang membeli barang di
Toko Behas Bea, paling sedikit meliputd:
1.
2.
3.

nama, warga negara. dan tanggal lahir;

NOMOr paspor;

nomor kartu  kendali (dalam hal pembelian
menggunakan karlu kerndali);

&
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4. nomor tanca bukti penumpang (Boardig  poss)
nama  saruna pengangkut,  dan tanggal
keberangkatan ke luar daerah pabean {dalamn hal
pembelian dil lokasl Toko Bebas Bea di Kawasan
Fabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a sampai dengan huruf d);

5. momor tanda bukli penumpang (boording pass),
nama sarana penganghkut, dan tanggal kedatangan
dari luar daerah pabean (dalam hal pembelian di
lokasi Toko Debas Bea di lerminal kedalangan

- scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurat ¢);

B, nomer Gkel, Dama sSarana pengangkual, dan
tanggal keberangkatan ke luar daerah pabean
lcdalam hal pembelian dilakukan oleh orang yang
akan berperglan ke Juar daerah pabean di Toko
Bebas Bea vang  berlokast  di dalam  kota
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurmf f};

7. jumlah dan jenis barang yvang dibeli; dan

B, waktu fransaksi.

b melakukan pernotongan kuoia pada koartu kendali
dalam hal pembelian dilakukan oleh ommng tertentua
vang berhak schagaimana dimaksud dalamy Pasal 19
aval (1] hurul a dan horal b dalam hal li;lrang yang
dibeli merupakan barang kena culai.

Pasal 38

Ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi

Pejabal Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan
dan pengawasan seboagaimona dimaksud dalam Pasal 35

huaruf b, harus memdlild :

H.

b,

akses  untok  memonitor  aktifitas  pemasukan  dan
pengeluaran harang;

akses terhadap slstcmn  informasi  perscdisan (T
Tnisentory);

Closed Ciroudl Television (CCTY] dan monttor televisi
untiik membantu  Pejabat Bea dan Cukai  dalam

peEngawasan;

@



(1]

(2}

(1)

(2)

(5]

[4)

e

peralatan perkantoran untuk membantu Pojabat Bea
dan Cukai untuk menunjang pelaksanaan peleorjaan;
dan

sarana dan prasarana lainnyva yang menunjang kinetja
Pejabat Bea dan Culai berdasarkan pertimbangan
Eepala HKFPII atan  Hepala Kantor Pabean yang

e EawWaS,

Pasal 39

Sistern pencalalan  sediaan barang (T Ineentory)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d wajib
memenuhl kriterla sebagatmana ketentuan perundang-
undangan yang mengatur mengenal IT Inventory.

Akzes untuk Kepéntingan pemecrikasaan oleh Divektorat
Jenderal Bea dan Cukad dan/atau Direktorat Jenderal
Palak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 35 hurof d
terbatas hunya uniuk membaca [(read only]l dan
mengundul  [downlead)  sebagaimana ketentuan
prrundang-undangan  yang mengalur mengenai T
Inpentory.

Pasal 40
Pencacaban  (stock opnomesl  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf b, dilalcukan oleh Pengusaha
Toko Bebas DBea dengan lerlebih dabulu mengajukan
pemberitahuan secara tertulis kepadna Kepala KFUT atan
Hepala Kantor Pabean.
Pencacahan (stoeck oviame)  sebagaimana dimadesard
pada ayat (1} dilakukan pengawasan oleh FPejabat Bea
Dan Cukai.
Terhadap pencacohan (stock opname] acbagaimana
dimalksud pada ayval (1), Pengusaba ‘Toko Bebas [Hea
membuat Berdta Acara Peneacahan dengan melampirkan
hasil pencacahan [sicck oprame).
Contoh formal Berita Acara Pencacahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] sesuai conloh  farmat
sebagnimana  ditetapkan dalam Lampiran VI vang

@
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merapakan bagian tidak ferplsahkan darl Peraturan
Direlstur Jenderal ind.

I*azal 41
Pengusaha Toko Bebas Bea hamis memasukan hasil
pencacahan  (sfock opnamel  sebagalmana  dimaksad
dalam Pasal 40 ayal (3] ke dalam laporan perscdizan
barang pada sistcm pencatatan sediaan barang ([T
Inpert oy, .
Hasdl  pencacaban (slock opniame]  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan
persediaan barang Toko Hebas Tea selanjuloyva,

Bagian Kedua
Tanggung Jawnb Pengusaha Tolo Bebas Bea

Fasal 42

(1) Pengusabia Toko Bebas Bea berlangguny jawab terthadap

(2)

bea masuk. cukai, Pajak Perlambahan Nilai atau Majak
Poertarnbaban Nilad dan Pajak Penjualan alas Barang
Mewah, danfatau Pajak Penghasilan Pasal 22 yvang
lerulang alas bamng yand berada alau  scharusnya
berada di Toko Bebas Bea.

Pengusaha Toko DBebas Dea dibebaskan dad tanggung
jawab alas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai
dlan Pajak Perlambalian Nilai dan Pajak Penjualan alas
Barang Mewah dan/alau Pajak Penghasilan Pasal 22
yang terilang, dalasn hal barang:

a, telah dijual kepada orang tertentu vang berhals;

Ix. musnah tanpa sengaja:

. lelah diekspor kKembali;

. telah dipindablkan ke Tempat Penlmbunan Pabepn

(TPF);

&, telah dipindahkan ke gudang berikat, dalam hal

barang retur/reject
telah  dikeluarkan ke tempat lain dalam Dacrah
Pabean, dalam hal barang retur/ reject;

G
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¢ telah dipindahkan ke Tokos Bebas Bea lainnya;
dan/atau

h. dimnusnahkan di bawah pengawasan Pejabal Dea dan
Cukai.

Pasal 43

Dalam hal barang musnah lanps sengaja sebagaimana
dimaksud dalam l'a=al 42 ayat (2] humt b, Pengusaha
Toko Bebas Bea mengajukan permohonan pembebasan
darl tanggung jawab atas bea masuk. cukai, Pajak
Pertambahan Nilal atau Fajak Pertambahan Nilai dan
Fajak Penjualan atas Darang Mewah dan/atan Pajak
Penghasilan Fasal 22 vang terutang kepada Kepala KPU
alau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

Permohonan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

menyebutkan alasan dan dilamplr! permyataan tertulls

dari instans! vang herwenang,

Instansi yang berwenang sebagatimana dimaksud pada

ayat [2) yaitu:

2. Badan Nasional Penanggulangan Dencana, dalam hal
terjadi bencana alana;

b, Eepolisian Negara Hepublik Indencsia, dalam hal
huri-hara, kebakaran, dan/atau Kecclakaan daraft;
etan

¢. Romite Nasional Eesclamatan Transportasi, dalam hal
kecelakaan lanl dan udara.

Dalam hal permohonan disctujul, Kepala KPTT afan

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi menerbitkan

kepulusan mengenai pemnbebasan dari tanggung jawal

atas hea masuk, cukal, Pajak Pertambahan Nilal atau

Fajak Periambahan Nilai dan Pajak Penjoalan alas

Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22

yang terutang,

Dalam hal permohonan ditolak, Kepala EPL atau Kepala

Kuntor Pabean wyang niengawasi memberikan sural

penolakan dlsertal alasan.
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Pasal 44

(1) Barang kena cukal yang dijual di Toko Bebas Bea wajib
dilekati tanda pengawasan cukal sesual contoh format
gebagaimans  dilelapkan  dalam  Lampiran VI yang
merupakan bagian ldak terpisabkan dardi Peraturan
Drareklur Jenderal ind.

(2) Tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencanlumkan:

a, milizan “Republik Indonesia™

b. tullsan “ndonesia Dty and Excise Not Pald™;

¢. nama Pengusaha Toko Bebas Bea yang bersangkutan;
dan

d. lokasi Toko Bebas Bea.

[3) Pelekatan tanda pengawasaon oukai  sebagatmana
dimalksud pada ayat (1) dikecnalllkan apabila dalam
emasan telah tercetak intormasi sebagaimana dimalsud
Pl ayal (2]

[4) Pelekalan landa pengawasan cukai scbhagaimans
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. di har Damerah Mabean, tempat pentubunan  sementara,
Gudang Berikat atau [uang Penitnbinian, dabim hal barang
kemea cuked berasal dird hur Do Paben,

b. di pabrik barang kena cukai afan Buang Penimbunan,
dalam hal barang kena cukai berasal dari tempat lain
dalam Draerah Fabean,

(5} Tanda pengawasan cukai schagaimana dimaksad pada
ayat (1] disediakan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea yang
bersangloutan,

Pasal 45

(1) Pengusaha Toko Bebas Bea harus menyediakan kemasan
vang digunakan untuk pembellan barang-barang dari
‘Toke Bcbas Bea yvang herlokasi di terminal kedalangan
sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 53 buruf e dengan

keten.tuan sckurang-sekurangnya sebagai berikut:
a. kemasan plastik  transparan  yang  memiliki
pengamanan  sedemikian rupa yang fidak dapat

a

)



b,
c
d.
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dibuka dan/alau dilepas kecuali dengan merasak
kemasan,

nama atau logo perusahaan;

tertera tulisan "Republik Indonesia™

tertera tulisan "Toke Bebas Bea Kedatangan®.

(2] Pengusaha Toko Bebas  DBea  harus melakukan

P

cngrmasan terhadap barang-barang yang dibeli di Toko

Hebas Bea vang berlokasi di terminal  kedatangan
sebagaimana dimaksud dalan FPasal 2 hurat e dan
memastikan bahwa tidak ada barang laln  vang
dimasukkan ke dalam Kemasan.

Bagian Ketiga
Larangan Pengusaha Toko Bebas Rea

Fazal 46

Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang memasukkan barang

larangan impor lee Toke Bebas Bea.

(1]

(2)

[3]

BAE V
PEMASUHAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 47
Pemasulkan barang ke Toko Bebas Bea dapat dilakukan
dari:
a. luar Daecrab Pabean;
b, Gudang Berikal:
c. 'Toko Bebas Bea lainnya; dan/atan
fd. tempat lain dalam Daerah Pabearnt.
Perpasukan barang dad lempal lain dalam Daerah
Pabean ke Toko Bebas Bea schagaimana dimsaksud
dalam ayat (1] huruf d juga termasuk bavang-barang
vang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tajuan
Ekspor Industri Kecil Menengah [IRITE [EDM).
Pemasulkan barung  yang mendapatkan  fasilitas
Hemudahan  Impor  Tujuan  Ekspor  Industrl Hecll
Menengah [KITE TEM) ke Toko Bebas Bea. dilakukan

@



(4]

(1)

12)

(3]

(<)
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sesual  kotentuan yang mengatur ientang Fasilitas
Eemudahan Impor Tojuan Ekspor Industrl Kecil
Menengah (KITE 1EM).

Pemasukan barang-barang yang mendapatkan fasilitas
Ecmudaban  Impor  Tujuan  Ekspor  Industri Keeil
Menengah [KITE IKM) schagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat dilakukan ke dalam Toko Bebas Bea di
Kawagan Pabean sebagaimana dimalksad dalam Pagsal 3
huaraf a sampat dengan horof d,

Pasal 43
Pengeluaran  barang  dari Toko Bebas Bea  dapat
dilakukan dengan tujuan:
4. pongelusran schagaimana dimaksud dalam Pasal 18
sampsi dengan Pasal 21, dan Pasal 32;
Uudang Berikat;
tempal lain dalam Daerah Pabean;
Tolko Bebas Bea lainnya;
dickspor kembali; dan/atau
dimusnahlan Jdi bawah pengawasan Pejabal Bea dan
Chakai.
Pengeluaran barung dari Toko Bebas Dea ke Gudang
Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dan ke lempal lain dalam daerah pabean sebagaimana

=3

i R - R

dimaksud pada ayat (1) hurf ¢ hanya dapat dilakulkan
utniluk pengermnbalian alas barang relur/regject dengan
persetujuan Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean atau
Pejabar Bea dan Cukal yang ditunjul.

Pengeluaran barang darl Toko Behas Bea ke Tokn Bebas
Des Jainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan dengan persetujuan Kepala EKEFPU, Kepala
Kanlor Pabean atay Pejabat Bea dan Cukal yang
ditunjuk.

Terhadap pengeluaran darl Toko DBebas Bea dengan
tujuan diekspor kemball schagaimana dimaksad pacda
ayal  [1) hruf & berlakn ketentuan tata laksana
kepabeanan di bidang ekspor.

a,
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(4]

(1)

(2]
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Paszal 49

Penmisnahan barang di Toko Bebas Bea sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1] huruf £ dilakakan
sefelah mendapat persetujuan dar Kepala KPR, Eepala
Kantor Pabeom atau Pejabat Bea dan Culal vang
difunjulk.

Pelaksanaan permusnahan sebagalmana dimaksud pada
ayvat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lokasi
Toko Bebas BDea vang bersangkulan.

Barang wvang dapat dimusnahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) haruf f hanya dapat

dilakukan  tethadap  barang  yang  rusak,  busuak,
dan/atau kadaluwarsa.

Alas pelaksanaan pemmusnahan sebagaimana dimaksad
pada avat (1] dibuatksm berita acara pemusnahan
sesual contoh [ormat sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian fidak terplsahkan

dari Peraluran Direklur Jenderal ini.

Pasul 50
Terhadap transaksl pengeluaran barang sebagaimana
climaksid dalam Pasal 48 avat (1) huarul a dapal
dilnkukan  secara daring  dengan  aplikasi  ransaksi
cleltronlle yvang  disedlakan sccara manditi olch
Pengusaba Toka Debas Bea.
Transaksi  pengeluatan barang  sccara daring
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan dengan menggunakan kariu kredil atas nacna
yang bersangkutan,
Aplikas] transaks] eleldronlk secara daring sehagaimana
dimakswud pada ayat (1] melmﬁntumkan data pembeli
dan data pembelian vang memuat
a. nama pembell;
b. nomor paspor:
r. jumlah dan jenis barang yang dibeli:
d. milai lransaksi pembelian; dan
g, nomar, nama, dan bank penerbit kartu kKredit yang

G

digunakan untuk transaksi,
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Terhadap {ransaksi pengeluaran barang vang dilakukan
gsecara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas
penyverahan barang dimaksud harus diserahkan di
Ruang Penjualan atau Tempat Penyerahan.

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
[1) kepada orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 19 ayat (1) huruf a dan hivaf b berupa barang
kena cukai, tidak dapat divealkilkan dan dilakukan
pemotungan kuola pada karlu kendali.

Pasal 51

Tala cara perngsukan dan pengeluaran barang kena cukai ke
dan dari Toko Bebas Bea berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang culkai.

(1)

(2)

(1)

(2}

Pasal H2

M'emasukin barang impor ke Tolko Bebas Bea helum
diberlalculean ketentuan pembatasan dl bidang lmpar
kecuali ditentukan lain  berdasarkan  ketentuan
peraluran perunduang-undangan.

Alas penjualan barang dari Toko Bebas Bea kepada
orang lertentu yang berhak membell tidalkk berlalkos
ketentuan pembalasan di bidang impor, keeuali instansi
telmis menyvampalkan secara khusus kepada Menteri
untuk memberlakukan ketentuan pembatasan.

BADL VI
FEMDBERITAHUUAN PABEAN

Pasal 33
Memberitahuan atas peomasukan dan  pengeluaran
bharang ke dan darl Toko Bebas Bea dilakukan dengan
meng@umakan pemberitabuan pabean dalam bentuk
dan syarat vang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenal pemberitahuan pabean.
Pemberilahuan pabean alas pemasukan barang ke Toko
Bebas Bea scbagaimana dimaksoud pada avat (1)

G,
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(5]

(7]

(1)

(2}
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diperpunakan untuk barang yang dittimbun guna dijual
di Toko Bebas Bea yang bersanglkutan,

Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberitahukan oleh Pengusaha Toko Debas Bea,
FPemberitahuan pabean schagaimana dimaksud pada
ayal {1] harus disampaikan melalui PDE Kepabeanan
kecuali pada  Hantor Pabean dimaksud  belam
meneraphan POE Kepabeanan.

Eelentuan  pemberilahuan pabean alas pengeluaran
barang dari Teko Hebas Bea scbagaimana dimaksud
rada ayal (1) dikecualikan lerhadap pengeluaran barang
sthagaimana dialur dalam Pasal 48 ayat (1)} huraf a dan
haraf £

Fengeluaran barang dari Toko Bebas Dea dengan tujuan
dijual sebagalmana dimaksud dalam Fasal 48 ayal (1)
huruf a dilakukan menggunakan faktur penjualan.
Dikecualikan doi ketentuan pada avat (4], atas
pombelian barang sebagatmana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4], wajib diberitahukan dengan pemberitahuan
prbesn sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai ckspor dan impor barang yang

dibawa aleh penumpang dan awak sarana pengangkal.

BaB VIl

SANESI ADMINISTRASI, PEMORETIAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 24
Fengusaha Toko Bebas Bea yang mengeluarkan barang
dori Toko Debas Dea sebelum diberikan persebujuan
oleh  Pelabat Bea dan Cukal  tanpa berrmaksud
mengelakkan kewajlban pabean, dilenal sanksl
administrasl berupa denda scbesar Rp 73.000.000,00
{larjuh puluh lma jula rupiab).
Pengusaha Toko Bebas Bea yang tidak dapat
mempertanggungjawablkan barang yang scharsmya
berada di Toko Bebas Ben yvang bersangkulan, wajib
membayar bea masuk yvang lerutany dan dikenai sanksi

G,
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administrasi berupa denda  sebesar 10(M6  [(seratus
persen) darl bea masuk yang seharusnya dibayvar.

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada
aval (1] dan aval {.5'1]1 Pengusaha Toko Bebas Rea dapat
dikenai sanksi scsual peraturan perundang-undangan
di Bidlang perpajakan.

Pasal BG
Dalaom hal Pengusaha Toko Bebas DBea ldak
miclabksanakan kewsjiban sebagaimans dimaksud dalam

Pasal 35, l'asal 236G, Pasal 37 dan/atau [fasal 44 atan
melakukan kegiatan  yang dilamang sebagaimana
dimaksud dalam PPasal 4. Kepala KPU atan Hepala
Hantor Pabkean atas nama Kepala Kantor Wilayah
melakukan pembekuan terhadap izin Teko Bebas Bea
yvang bersanghutan dengan menggunakan contoh format
sehagaimana  dilclapkan  dalam  Lampiran X yang
merupakan bagian Uduak lerpisabkan dar Peraturan
MHreklur Jenderal ind.

Pembekuan  sebapgaimana  dimaksoud pada ayal 1)
diberlakukan uniuk jangka wakin paling lama 6 (enam)
bulan.

Selama masa pembekuan sebapaimana dimakaud pada
ayat [Z), 'engusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk
memasukkan barang ke Toko Bebas Bea.

Larang yvang dilarang dimasulikan ke Toko Debas Dea
sehagalmana dimaksud pada ayat (3] merupakan
barang yang mendapatkon [asililas kepabeanan dan
perpajakan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 16 ayat
(L) dan ayal (2].

Eepala Kantor Pabean memberitabukan pembeluan
sebagainans dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Banter
Wilayah.

Fasal 56
Izin sebagal Pengusaha Toeke Bebas Bey dibekukan oleh
Eepala EPU atau Kepala Hanfor Pabean atas nama
Kepala Kantor Wilayah dengan surat f:-ﬁmbﬁl-:unn sesual

&
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(3]
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confoh formmal sehagaimana ditetapkan dalam Lamplran
X yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari
Peraturan Direkour Jenderal inl, dalam hal Pengusaha
Toko Bebas Dea:

a. melakukan lkegiatan yang monyimpang  dand dn yang

diberikan berdasarkan uld pemulasn vang cokup, benapa:
. memasukkan  barany  impor yang  tidak
berhubungan dengan izin Toko Bcebas Bea yvang
tclah diberikan;

Pengusaha Toko Bebas Dea menjual barang kepada
oratg vang tdak berhak membeli di Toko Echas Bea; atau

3. Pengusaha Toko Bebas Bea menjual barang kepada

b

orang tertentu yand berhak membeli di Toko Bebas
Bea melebihi kuota yang diberikan.

b. menunjuklkan ketidakmampuan dalam
menvelenggarakan dan/atan mengusahakan  Toko
Behas Bea, yang dapat dibuldtikan dengan:

1. ldak diselenggambkannya pembukuan dalam
keglatan Toko Bebas Bea:
2. tdek dilakukan kegiatan dalam jangka wakiu 6
[enam] bulan berturut-turut: atan
3. tidak dilunasi wlang bea masuk, culad, Pajak
Pertambahan Nilal atau Pajak Portambalian Nilai
dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,
darn falan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam jangka
walttu vang difentulcan.
Selama masa permnbekuan sebagaimansa dimaksud pada
ayat (1}, Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk
mermasukkan barang ke "Toko Bebas Bea,
Barang vang dilarang dimasulkkan ke Toko Bebas Dea
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakan
barang yvang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat

(1) dan ayal [2).

Hepala HKantor Pabean memberitabukan  pembekuan

schagaimana dimaksud pada ayat (1] kepada Eepala

Kanter Wilayah.

@
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Fasal 57

lzin yang dibekukan sebagaimana dimakaad dalam Pasal 55
dan Pasal 56 dapal diberlakukan kembali dalam hal
I'emgnsaha Toko Bebas Bea:

.

(1]

(=

telah melalksanakan ketentuan sebagaimana dimalkswud
dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan/atau Pasal 44;
lidak terbukli dengan  sengaja  memasukkan  barang
larangan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
berdasarkan berlta acara hasll pemeriksaarn:

tidak terbuktl melakukan keglatan yang menyimpang
darl 1Izin vang diberllzan sebagalmana dimalssud dalaan
Pasal 42 ayart (1) huraf a; atau

telah  mempa kembali menyvelengdarakan  dan/fasm
mengusahakan Toko Bebas Bea.

Pasal 58

Pembekuan lerhadap ixin sebagaimana dimalksud dalam

Pasal 55 dan Pasal 56 dapat dinbah slulusnysa menjadi

pencabulan penelapan (empat scbagai Toko Bebas Bea

dan pemmberian izin Pengasaha Toko Bebas Bes dalam
hal Pengusaha Teuko Bebas Bea:

a. tdak mampu melaksanakan lkewajlban sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
dan,/alau Pasal 44;

b, lerbukli  dengan  sengaja memasukkan  barang
larangan mpor sebapaimana dimaksud dalam Pasal
A6, herdasarkan berita acara hasil pemeriksaan;
dan/ aldu

e, ldak mampu lagi melakukan  penyelenggaraan
duan/alan pengusabaasn Toko Bebas Bea tersebut
berdasarkan hasil audit Pejabat Bea dan Cukai,

Penecabutan sebagaimana  dimaksod  pada ayal (1)

dilakukan olch Hepala Kantor Wilayah alau Kepala KI'U

atas nama Menteri dengan menggunakan contoly format
sebagaimana  dilelapkan  dalam Lampiran X1 yang
meorupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Dircktur Jenderal ini. f_'
ik
+
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Fasal 58
Heputuzan mengenal penetapan tempat sebagai Toko
Bebas Bea dan pemberian irin Pengusahba Toko Bebas
Bea dicabul dalac hal Pengusahia Toko Bebas Dea:

a. tidak mclakukan keglatan datam jaongka waktu 12
[dua belas] bulan berturut-lurut sejak penverahan
pemberitahuan pabean terakhir;

b, menggunakan izin usaha perdagangan yang sudah
tidak berlaloa:

c. dinyatakan pailit;

d. bertindak tidak jujur dalam usahanyva antara lain
berupa menyvalahgunakan fasilitas Toko Bebas Bea
dan  melakukan tindak pidana  di bidang
Lepabeanan dan/falau cukai; alaa

e, mengajukan permohonan pencabutan,

Pencabutan  sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Kanlor Wilayah alan Kepala KPU
alas nama Menterd dengan menggunakan contoh format
sebagalmana ditetapkan dalam Lamplran X yang
merupakan bagisn tidak terpisahkan dari Peraturan
Drirektur Jenderal ind.

Fagal 60
Terhadap kepulusan  mengenai  penelapan  tempat
scbagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha
Tolke Bebas Bea ywang relah dilakukan pencabutan,
Pengusaha Toko Bebas Bea dalam janglka walctu 30 (figa
pululi] haod sejak tanggal pencabutan atau berakhirnya
1zin harus melunasi bea masuk, cukal, dan/atau Pajak
Pertambahan Nilai atan 'ajak Pertambahan Nilal dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 22 vang terutang, balk utang vang
berasal darl hasil temusan audit maupun utang yang
terjadi karena pengeluaran barang dari Toko Bcbas Bea
ke lempal ladn dalam Daerah Fabean,
Barang asal lnar Dacrah FPabean yang masily lersisa
pada Toko Bebas Bea vang telabh dicabut keputusan
G

,
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mengenai penelapan tempal sehagai Toko Bebas Pea

dan pemberian itzin Pengusaha Tolko [Rebas Deg

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59,

dalam jangka waldn 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal pencabutannya harus:

4. diekspor Kernledi;

b, dipindahtangankan ke Toko DBebas Bea  lain;
dan/atau

¢. dikeluarkan ke tempatl lain dalam Dacrah Pabean
dengan membavar bea masuk, cukai, dan/ataa
Fajalk Dalam Eangka Impor sepanjang telah
memenill tatalaksana Kepabeanan dan cukai di
bidang imper.

RBarang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang

masih tersiza pada Toko Bebas Bea yang relah dicabut

ivinnya schagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan

Pasal 59 dalam jangka wakiu 30 [Uga pulub) had

terhitung sejak tanggal pencabutannya harus:

a. diekspor;

b, dipindahtangankan ke Toko Bebas Bea laimg
dan/atau

c. dikecluatkan kc tempat lain dalam Daerah Pabean
dengan  membayar  Pajak Pertambaban Nilad
dan/atau  Pajak  Pertambahan Nilai dan  Pajak
Fenjualan Atas Barang Mewah wvang pada saat
pernasulkannya lidak dipunguot.

Adas pengeluaran barang ke lempal lain dalam Dacrah

Pabean sebagaimana dimaksud pada ayal (2] huoal c

dan awat [3] huruf ¢, pengusaha wajib memungut Pajak

Pertambahan Nilai atau l'ajak Pertambahan Nilal dan

Pajak FPenjualan aras Barang Mewah dan membuat

faktur  pajak  sesual dengan kelenluan peraluran

perundang-undangan di hidang perpajakan, '

Diilamn hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2], dan ayat (3] terlampaui, atas barang

vang berada di Toko Bebas Bea dinyatakan schagad

barang tidak dikuasai.



(1]

(2)

3]

(4]

(5]

(1)

BAE VIII
PENGAWASAN

Pasal G1
Fejabat Bea dan Cukal di KPU atau EKantor Pabean
melakukan penelitian atas pemasukan bharang per
dolumen pabean, penjualan barang, dan persediaan
barang,
Dialam hal hasil penelildan sebagaimana dimaksad pada
ayat (1) menunjukkan adanya :
a. =elisih lebih manpun selisih kuroang; dan/atau
b. barang di Toke Bebas Bea dijusd kepada orang vang
tidak berhak,
Fojabat Bea Dan  Cukai  melakukan  penelitian
mendalam, '
I’alam hal hasil penelitian mendalam sebagaimana
dimaksud pada avat (2) menunjukikan selisih Kurang
atan  selisih  lebih, diselesaikan sesual  ketenfuan
poerundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal hasil penelitian mendalam sebagaimana
dimaksud  pada  avat (2} menunjukhkan  indilasi
terjadinya tindak pldana kepabeanan dan cukad, pejabat
Bea dan Cokal melakukan penyidikan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,
KEepala Kantor Fabean menyampaikan analisis hasil
penelitian sebagaimana dimaksad pada ayal (1) k&padﬁ
Kepala Kantor Wilayah setiap 6 [enam] bulan schkali,
yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
A, aktifitas perusahaan;
b. rekam  jejak Pengusaha Toko Debas Bea  yang
bersangkutan: dan
c. rekapitulast pcmasukan, pengeluaran dan persediaan
barang schagaimana dimakaud pada ayat (1).

Pasal G2
I'ejabat Bea dan Cukai melalukan penelitian terhadap
sislemn pencatatan sediaan bamang (T nventory] yang

&,
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telah dimasukkan hasll pencacahan (siock opname) olch
Pempusaha Toko Bebas Bea scbagaimana dimaksud
flalam Pasal 41.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
avatl (1] menumnjukkan selisih lebdh, sellsih kurang,
dan/atau barang di Toko Behas Bea dijual kepada orang
yeag Lidak berhak, Pejabat Gea dan Cukai melakukan
penelitian mendalam serta proses  lebih lanjut
sebagairmana dimaksud dalam Pasal 61 avat (2),

Pasal 63
Eepala EPU atau Kepala Hantor Pabean melakukan
pengawasan lerhadap kegialan Pengusaha Toko Bebas
EBea yang berada dalam pongawasannya.
Fengawasan sebagalmana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan herdasarkan manajemen risiko.
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala
HFU atan Kepala Kantor Pabean melakukan apalisa akses
data lerhedap sistemn informasi persediaan (T Inoentory]
dan//atau sistem Closed Ciroult Television [CCTY),
Hepala Kantor Pabean melaporkan hasil analisa kepada
kepala HKantor Wilayah secara periedik  selurang-
kurangnya 1 [satu) bulan sekali,

Pasal 64

HKepala Kantor Wilayah, Kepala EFU. Kepala Kantor Pabean,
danfatan  pejabat vang ditonjuk  dapat  melakukan
pemeriksaan sewaltu-waldn di Toke Bebas Bea.
Pemeriksaan sewaktu-wakiu sebagaimana  dimabsud
pada ayal (1] dilakukan untuk mengoji kKepatuban
Pengusaha Tolko Debas DBea atas pelaksanaan ketentuan
dalam Peraturan Direkiur Jenderal ini

Pasal 65
Dalam hal lerdapal indikasi pelanggaran Kefentouan
kepabeanan dan/atau cukal pada Toko Bebas Bea,
Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai  melakukan

@,
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praclitian secara mendalam.

Pralam hal berdasarkan hasil penelilisn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang
bersifat administratif, pelanggaran dimaksud segera
ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) ditermukan bukli permulaan
yvang cukup telah tergadi tindak pidana di bidang
kepabeanan dan/fatau eukai, bukti permulaan tersebut
segera, ditindaklanjutl  dengan penvidikan scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal orang yvang bertanggungjawab atas Toko Bebas
Bea ierbukli melakukan tindak pidana di  bidang
kepabeanan  dan/atan culal vang  telabh  mempunyai
kelmatan hulbum tetap dan orang terselurdt merupakan
warga negara asing, Direlclur Jenderal menyampailcn
pemberitabuan  kepada instansi  tekmils  ferkalt  anfuk
ditindaldanjuti sesual ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

FPazal 66

Sebelum  melakukan pencabutan  keputusan  mengenal

penetapan tempat sebagal Toko Bebas Bea dan pemberian

izin Pengusaha Toko Bebas Bea =ehagaimana  dimeaksuod
dalam Pasal 58 dan Pasal 59, terhadap Penpusaha Tolo

Bebas Bea dapat dilakukan audit kepabeanan, audit cukai

dan/atau audit perpajakan, alaw pemeriksaan sederhana
olelr Direlktorat Jenderal Bea dan Culcal dan/satau Drrelctorat
Jenderal Pajal

BAR IX
EETENTUAN LAIN-LAIN

FPasal &7

Conloh lormat dan lata ecara vang digunakan  dalam

pelaksanaan Peraturan Direkrur Jenderal ind scebagaimana

1y
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tercantirm dalam Lampiran XIT vang merupakan baglan tidale
terpisahkan dari Peraturan Dircktur Jenderal ini.

Pasal 68

(1) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan yang digunakan
dalam pelaksanann  ketentuan  Peraturan  Direktur
Jenderal ini belum dapat dilakukan atan keadaan
kahar, Hepala KPU atau Kepala Kantor Pabean dapat
memberikcan  pelayanan  dekumen perizinan, kartu
kendall, dan pemberitahuan pabean di Teko Bebas Bea
dengan mengdunakan tullsan di atas formulir sampai
dengan 3istem Romputer Pelayanan telah slap untulc
digunakan.

(2] Hetentuan persyaratan perizginan Vag
mempersvaratkan untuk melampitkan  kelengkapan
dokumen dalam bentuk soficopy berupa hasil scan dari
dolkumen asli dalam MFDE atau media clektronik
penverahan delumen tidak diperlukan  dalam  hal
dakumen dimalksud telah  tersedia  dalam  Sistem

Komputer Pelayanan.

Pasal 69

(1) Dalam hal karlun  kendali elekitronik  =sebagaimana
dirnaksud pada Pasad 24 ayat (1) belum tersedia, dapat
menggunakan kartu kendali manual.

2] Dalam hal Eartu Kendali  clekronik  scbagaimana
dimaksud pada Pasal 24 avat (1] telah tersedia,
terhadap sisa koola pada Kaolu kendali manual vang
masih akitil dipindahkan Ke Karmu Kendali elektronik.

Pasal 70
Ketentuan yang mengatur jangka wakiu proses ponyclesaian
perizinan  dalam  peraturan  Dlrektur Jenderal  ind
menyesuaikan  dengan  peraturan perundang-undangan
mengenal perizinan kepabeanan dan cukai.
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BAB X
EETENTUAM PERALIHAN

1’asal 71

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ind:

L

3.

Pengusaha Toko Bebas Bea wvang keputusan mengenai
penetapan  tempat  sebagai Toko Bebas Bea dan
pemberian izin Pengusaha Toko Bebas Bea masih
mencantumkan jangka waki 1zin, tetap berlaku sampal
dengan  masa  berakunya berakhiv.  Sebelum  masa
kerlakunya berakhir, Pengusaha Tolko DBebas Dea
menyampalkan permohonan  perpanjangan  keputusan
mengenal penetapan tempat sebagal Toko Debas Bea dan
pemberian izin Pengusaha Tole DBebas Bea Repada:
A Menleri g Bepala Eantor Wikayah yang disampaoilkan
melahd Kepala Bantor Pabean yang mengawasl; atan
b. Mentericog. Kepala KLU,
Penerapan  permohonan  perpanjanguan  sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disampaikan sesval mekanisme
perubahan kepubusan penetapan tempat sebagai Toko
Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha Toko Bebas
Bea sebagaimana  dintur  dalam  Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 204/ PME.04/2017 tentang Toko Bchas
Bea. _
Kartuy kendali manual yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraluran Mendteri  Reuangan  Nomor
204/PME.04/2017 tentang Toko Debas Dea, masih lelap
berlaku sampal dengan masa berlakunya berakhic atao
Lelah diganti dengan karia kendali elekironik.

BADR XTI
PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraluran Dhrektur Jenderal ini mulai berlakou,
Peraturan Direlktur Jenderal Bea doan Cukai Nommor PEE-
19/BC /2013 tentang Tokoe Bebas Dea, dicabut  dan

dinyatakan tdak berlaku.

&
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Pagsal 73

Peraluran Direllor Jeoderal ind malai berlakn sejak tanggal

ditetapkan.
Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018
TMRERTUR JENDICRAL BEA DAN CTURAL
=1.1]-
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LasiPLRAM 1
FERATUEARN DIREETUR JEJDEFAL GEA DAR CUKAL
NCSA0R TER. 0L/DC/ 2ot

-5 .- TENT ARG TURLD BERAL BEA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

ROP SURAT
BERITA ACARA PEMERINSAAN LOKAS]
BIDVIEERE oo snmvoias imini o gumv

Pada har ol ......... tanggal ... TN Y 1, R talmn ... kami yang
hertondatangan o bawsh ini acaual dengan Saral Togas dan Kepala Bandor ... M.

iangdal L serld sespal  dengan Peraturan Menteri  Hewangan  Momor
204 /PNELO4 /2017 temang Toko Bebas Bea dan Peraturan Diceltur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor .. lenlang Toko Bebas Bea, telah melakukan pemeriksaan lokesi
tertiandag :

Mamna Perusahann

Alamal perusahaan

MAma pemilik/ penangging jawab

Tempat dan tanggal Eahir -

Alanat pemilils penanggung jawab

Jenis usaha ’

NPWP Perusahaan 2

Lolkast yang dimohon unmk dibert status Tolo Bebas Bea -
Alamat

- Desa/Helurahan

- Recamatan

- Propinsi

- MNomor telepon
MNumnor lax/ el

{:laldm hal terdapat beberapa lokasi, agar dicantumkan geluruhoya)

e Bkl at o

9, Kradasn fisik tempat/bangunan yang dimobon untuk diberl status Toko Bebas Bea:

a. Luas Lokast total @ ........ M2
Luas Ruang Penlmbunan 3 i e O
Alamar Fuang Penloibuian
Batas :
- SHebelah timur  : berhatasan dengan o
- Sebelah barat : berbatasan dengan oo,
- Sehelah utara  ; Derbatasan Gengam ..o
- Sebelah selalan - berbalasan dendan oo

Luas Ruang Menjualan i o ot M2

Alamat Fuang Penjualan i apn e s i L A A B oA S S
Eatas :

- Zebelah Hmur ) berbatasan demgan ..

- Sebelah baral o berbatasan dengan oo

- GSebelah utara  : berbatasan denman oo

- Sebelah selatan : erbatasan dengan ..o,

Luas Tempat Penyverahan CAPBESHIRN ', 7

Alamat Tempat Penyverahan AR e s S s Y e 1 A R i T A S e
Batas :

- Schelah timur  : berbalasan dengan .

= Gebelah baoat  : Derbatasan dengam oo

- Sebelah utara  : berbatasan denfaml e e e

-  Sebelah selalan : berbatasan denfan e .

.



lr. Huang berja, sarana kerja, dan fasilitas bapgl Petugas Bea dan Culial dalam rangla

PErIZFwaLERLL

Luas linangan Kerja L PRI TRt 1 b

CCTY dan Maonitor Televist b eveesseen A=) Jumiah unit dan lokast
penempatan)

Kormputer dan media kemunikasi data @ ... [diisl dengan jomlah unit dan
spesifikasinya)

** Sarann dan Prasarans Lain

0. ]..:l]'I]]_.'lll'd[l
1. Pera lokasiftempat vang alkan difadilean Toko Belbas Bea.
2. Tata letak llay out) Toko Bebas Boa,
3. Foto-foto Toko Bebas Bea,

¢, Heterangan Lainnya

e. Hesimpulan
Swearn fisik, lokesi yemgr digjuken sebagal Toko Bebas Bea telah memenuhi syarat / tidak
memenulu syaral *) ol diberikan izin,
Demikian Berita Acara 'emcrikzaan ind dibnat dengan schenacnva.
R T e i LA Pejabar Dea dan Culiai dan Pernerilesa
Plunplnan Perusahann,

Mengatahu
Kepwala Kanior Patwar,

*| Coret vang Hdak perlo
¥ Apabila ada, Contoh: Kamar Mandi, Termpat lhadah, Tempat Istirahat.

DIREETUT JENDERAL BEA T2AN CTTRAT,
Salinan sesuai dengan aslinga
Sekretaris Direktoratl Jenderal
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